
WALI KOTA BAUBAU 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 

NOMOR : q TAHUN 2021 

TENTANG 

ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, : 

bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas | 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah ! 
Kota Baubau dalam mewujudkan program dan kegiatan 
penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan, dan 
pelayanan kepada masyarakat, perlu disediakan alokasi 
uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 
Anggaran 2021; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
Baubau tentang Alokasi Uang Persediaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau 
Tahun Anggaran 2021; | 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang . 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari ! 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran |, 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); ! 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaiman telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana 

telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972); 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun Nomor 5272); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomeor 5533); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Pewakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan 

Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggunjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik; ‘ 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota i 

Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 ' 

Nomor 3);
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Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bau-Bau 

(Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 4); 

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 

Nomor 5); 

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Baubau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah kota 

Baubau Tahun 2020 Nomor 7}; 

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Baubau; 

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Baubau; 

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 63 Tahun 2016 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau; 

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2018 

Tentang Pelaksanaan Penilaian Resiko; 

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

SPIP Kota Baubau; 

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 32 Tahun 2018 tentang ! 

Kode Etik Penyelenggra Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa ° 

Kota Baubau; 

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota 

Baubau Tahun Anggaran 2021; 

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 49 Tahun 2020 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ALOKASI UANG PERSEDIAAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2021. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 

Daerah. 

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- 

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 

SKPD. 

Bendahara Pengeluaran adalah Bendaha Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau. 

Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Daerah Kota Baubau 

pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BANK SULTRA) Cabang 

Baubau. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Daerah berupa 

uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD bersifat 

pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah mekanisme 
pengisian kembali Uang Persediaan yang telah berkurang karena penggunaan, 
sehingga nilai Uang Persediaan kembali pada nilai pagu awal dan siap 

digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. 

Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah mekanisme 
penambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang 
bersifat mendesak dan jumlah batas pagu UP tidak mencukupi untuk 
melaksanakan kegiatan tersebut. 

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajuan permintaan 
pembayaran. 

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk penerbitan SP2D. 

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh BUD.



BABII 

PENETAPAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN 

Pasal 2 

(1) Penetapan pengisian UP Tahun Anggaran 2021 bagi SKPD di lingkungan 

Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja barang 

dan jasa dari pendanaan program dan kegiatan untuk setiap bulan pada 

masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah 

sesuai alokasi besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Wali Kota 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(2) Permintaan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan setelah 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atau 

Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan: 

a. Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran sebelumnya; 

b. Sisa UP/TUP (sisa UUDP) beserta bukti Kas Pengembalian (Bend 17) 

Tahun Anggaran sebelumnya; 

c. Data-data Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya; 

. Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya; 

e. Dokumen Pelaksaan Anggaran { DPA) dan Anggaran Kas Tahun Anggaran 

berjalan. 

Pasal 3 

(1) Permintaan Pembayaran UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk 

permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang 

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 

(2) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan 

langsung oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 

Anggaran kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja 

Tidak Langsung. 

Pasal 4 

Mekanisme Pembayaran UP melalui proses pengajuan SPP- UP dan SPM UP, 

selanjutnya diterbitkan SP2D yang membebani Rekening Kas Umum Daerah Kota 

Baubau untuk ditransfer ke Rekening Bank milik SKPD yang telah ditetapkan 

dengan Keputusan Wali Kota. 

Pasal 5 

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan GU 

apabila telah merealisasikan UP dan sudah mempertanggungjawabkan UP yang 

telah diterima minimal sebesar 80% dari Uang Persediaan. 

Pasal 6 

(1) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan TU 

guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat 

digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan. 

(2) Permintaan TU harus mendapat persetujuan PPKD,



BAB III 

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN 

Pasal 7 

(1) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara 

Pengeluaran SKPD secara administratif kepada Kepala SKPD selaku Pengguna 

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK- SKPD paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara 

Pengeluaran SKPD secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 

Pasal 8 

Pada akhir Tahun Anggaran, sisa UP yang masih ada pada Bendahara 

Pengeluaran baik secara Kas maupun Rekening Bank milik SKPD harus disetor 

kembali dan/atau dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota 

Baubau. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Ditetapkan di Baubau 

pada tanggal, 4(Januari 2021 

WALI KOTA BAUBAU, 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, go Januari 2021 . 
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LAMPIRAN 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 

NOMOR: 3 TAHUN 2021 

TENTANG 
ALOKAS!I UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2021 

ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2021 

NO. URAIAN UANG PERSEDIAAN 202 1‘ 

1 |Dinas pendidikan dan kebudayaan 565,850,000 

2 |Dinas kesehatan 554,391,485 

3 |RSUD Kota Baubau 195,000,000 

4 |Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 195,000,000 

5 |Dinas perumahan dan kawasan permukiman 286,750,000 

6 |[Satuan Polisi Pamogpraja 350,000,000 

7 |Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan 270,385,000 
8 |Badan penanggulangan bencana daerah 160,099,000 

9 |Dinas sosial 93,000,000 
10 |Dinas tenaga kerja 97,889,000 
11 |Dinas pember. perempuan & perlindungan anak 89,000,000 

12 |Dinas ketahanan pangan 56,327,593 
13 |Dinas lingkungan hidup 550,000,000 

14 |Dinas kependudukan dan pencatatan sipil 94,475,000 

15 |Dinas pengendatian penduduk dan KB 139,000,000 
16 |Dinas perhubungan 124,540,128 
17 |Dinas komunikasi dan informatika 163,067,000 

18 |Dinas koperasi dan usaha kecil menengah 110,000,000 

19 |Dinas penanaman modal dan PTSP 95,000,000 

20 |Dinas Pemuda dan olahraga 82,000,000 

21 |Dinas perpustakaan dan kearsipan 76,000,000 

22 |Dinas perikanan 180,000,000 
23 |Dinas pariwisata 180,000,000 
24 |Dinas pertanian 163,000,000 
25 |Dinas perdagangan dan perindustrian 112,500,000 

26 |Sekretariat Daerah 2,350,000,000 
27 |Sekretariat DPRD 900,000,000 

28 |Badan perencanaan pembangunan daerah 290,000,000 

29 |Badan pengelola keu., Aset &pendapatan daerah 450,000,000 

30 |Badan kepegawaian dan PSDM 160,000,000 

31 |Badan penelitian dan pengembangan 83,000,000 

32 |Inspektorat 133,857,000 
33 |kecamatan wolio 82,000,000 

34 |kecamatan betoambari 71,000,000 



NO. URAIAN UANG PERSEDIAAN 2021 

35 |kecamatan bungi 65,900,000 

36 |kecamatan sorawolio 48,756,177 

37 |Kecamatan Murhum 50,700,000 

38 |Kecamatan Kokalukuna 81,500,000 

39 |Kecamatan Lea-lea 52,500,000 

40 |Kecamatan batupoaro 73,265,000 

41 |Badan kesatuan bangsa dan politik 90,610,000 

‘TOTAL 9,966,362,383 
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WALI KOTA BAYBAU, 


